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PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR : 05 TAHUN 2002

TENTANG
RETRIBUSI PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

i

L1

WALIKOTA METRO,

bahwa dengan terbentuknva Kota Metro sebagai Daerah Oonom,  dimans
pungutin atan Remnbusi merupakan salah sam sumber Pendapatan Asl Daseah
yang menumjang kelangsungan pembangunan Daerah:

hahwa dalam rangka pengembengan Koperasi di Kota Metro, perlu pembinaan
secara berkelanjutan dan scgenap komponen Aparstur Pemenntah;

bahwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana dimaksud huraf a dan b seris
sesua dengan Pasal 82 ayvad (2) Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 dipandang
perlu dibentuk Peraturan Daerah tenlang Retribusi Perkoperasian.

Undang-undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana {Lembaran
Negara Tabun 1981 Momor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32091

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 1entang Perkoperasian (1 embaran Nezara
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan 1.embaran Negara Nomar 33023

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati 11
Way Kanan. Kabupaten Dat 11 Lampung Tiowr dan Kolamadva Dati 11 Metro;
{ Lemburan Megara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomer
1825,

Lndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerniniaban Daerah (Lembaran
Megara 'l'ahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nepara Momor 38393

Undang-imdang MNomaor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Mamor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomar 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4066

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinss sebagai Daerah Otonom (Lembaran Mepara Tahun 2000
MNomaor 54, Tambahan Lembaran Negam Nomor 3952

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (1 embaran
Negara Tahun 2001 Nomor |19, Tambahan Lembaran Megara Nomor 4139y

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahurne 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Porundang-undangan, rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden;

Peraturan Dagrah Kota Metro Momor 1 Tahun 2001 tenmang pembentokan Susunan
(hganisas dan lata Kerja Perangkat Dacrah {Lembarun Dacrah Tahun 2001
Mommor 01,

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemunigutlan Retribust Daerah;

Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor |19 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup
dun Jenis-jemis Retribosi Nagrah
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i ' 12 Kepulusan - Dewan  Perwakilan  Rakvat Daerah Kota Moo Momor

171 1ANTIPRD-KM 2002 temang Perselyjuan Penetapan Peraturan Daerah Kota
Metro tenlang Retnibust Perkoperasian

Dcngan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMLITUSKAN

Menctapkan ! PREATURAN LAERAH KOTA METRO TEWTANG FETRIBLIS]
PMEREOPT-RASTAN
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Dulam Peraturan Daerah im vang dimaksud dengan ;

MNaerah adalah Daerah Kola Metro;

Pemennigh Dacrah adalah Kepala Duerah beserta Perangkal Taerdh Otonom yang
lain sebagai Badan Fksckutif Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (DPRDY adalah Dowan Perwokilan Rakyat
Daerah Kota Metro,

Kepala Dacrah adalah Walikola Meiro,

Pejabal adalah Pegawai Negeri Sipil yang diben tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sefuai dengan Perundang-undangan yvang berlakuy;

[hinas adalah Dinas/Instansi vang ditunjuk olch Kepala Thaerah;

Kepula Dinas adalah Kepala DinasInstans yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
Koperasi adalah Koperas yang berbadan hukum vang berada di Kota Metro;
Perkoperasian adalah scgala scsuatu vang menvanghkut kehidupan Koperasi,

koperasi Primer adaluh Koperasi yang didirikan oleh dan beranggrotakan orang-
SELTan,

hoperasi  Skender adalah Koperasi yang didikan oleh dan berangzoiakan
Kopcrasi;

Retmbusi adalah pungutan vang dikenakan kepada setiap Koperasi vang akan
herdin, yang sudah berdine dan yang mempunyai dana pembangunan daerah kerja:
Retribusi Jasa Umum adalah Relnbusi alas jass yang disediakan atau vang

dibertkan olzh Pemerintah Dacrah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum sera
dapat chimkmati oleh orang pribadi atau badan;

Wayjsh Retribusi adalah orang pribadi atan badan hukum Koperasi,

Masa Retrihusi adalah suatu jangka waktu terenie yang merupakan batas wakiu
bagi Wajib Rewbusi untuk memanfastican jusa yang diberikan oleh Pemenintah
[acrah:

sural  Ketctapan  Retnbusi  Daerah (SKRDM adalah  surat  ketelapan  yang
menentukan besarnya jumlah rermbusi.

b
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BABI
SUBYLK DAN OBYTI RETRIBUSL

Pasal 2

Subjek Retribuei adalah sekelompok orang stan badan bulamn yung alew mendirikon
Eoperus dan Koperasi vang sudah berbadan ukum,

Pazal 3

Objek Hetribusi adalah pendivian Foperasi, Daflar Ulang Foperasi vang teleh
berbadan Hubnn dan dana Pembangunan daerah kerja Eoperasi.

BAR I
GOLONGAN RETRIBUSL

Pasal 4
Retribusi Perkoperazian tenmasuk Retribusi Jasa Unum.

BABIV
PERDIRIAN EOPERASI]

Paaal 5

(1} Setiap Floperasi yang akan didithen mengajukan permobonsn kepndn Fepala
Dasrah st pejabat vang ditumjuk dengan mmelampirkan persyartan yang telah
cliterminkam;

{2} Badan Hulum Eoperasi disvalikan oleh Eepala Dacrah atau Pejabar yang ditunjuk
praling lama 1 {safu} bulm sejak berkas persyaratan dinyatelon lenglag.

BAB W
DAFTAR ULANG BADAN HUEUM EOPERASL

Pazal &

(1) Sehap Foperasi yang berbaden Holom Wajib mendafter ulang Badan Hulammnya
kepada Eepala Daerads ubs Pepabat vang dibmynds satiap tabon:

(1) Setiap Eoperasi vang altan wendaftar ulang Badan Hubwnny mengajulen
permobonan  kepacks  Eepala Daersh  atan  Pejubad vang  ditunjuk  dengn
melampirkan tands bukti pembayaran Retribusi dan laporsn keusngan 1 (sam)
tabumn ternbdur,

BAB VI
FEMYISTHAN DIANA PEMBAMNGUNAN DAFRAH KERIA
Pasal 7

Dana Pembangnan Daersh Kerja disisibban sebesar 2.5 % dai Sisa Hasil Usahs
{SHLN.

BARB VI
RETRIBUSI DAN MASA BERLAELNYA

Faral §

(1) Setiap Fopernsi yang aloan didutkan wajib membayar retribusi epada Pemerintal

Diaernh;

(2) Daftar Ulang Badan Hulown Fopersi waiib membayar pada Pemerintah Daerah:
(3) Setinp  Kopernsi yang berbadun  halm wajib  menyetorkon  sebagian  dana

peinbangeman daerah lerjanya setiap tehon pada Pemerintah Daerah  sebaga
pendapatan Azl Dacral;
3



jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(4 Retribusi berdaku selama 5 (lima) tahun sejak pengesahan Badan Hukum Koperasi

diterbitkan;
(5) Setiap ahun Koperasi melakukan Daftar Ulang dan menyetor dan pembangunan
aerah kerja
BAR VIII
PENGGOTONGAN KOPERAS]
Pasal 9

Koperast yang dimeksud Pasal im koperasi vang memiliki aset adalah masing-masing

Koperasi vang memiliki modal kekayvaan sejumiah seperti vang dimuat pasal ini.

. Golongan [ vaitu Koperasi vang mempunyai aset antara Rp. 1.- sampai dengan 30
juna;

b, (inlongan 11 yaity Kopersi yang mempunyai aset antara 30,1 juta sampal dengan 60
Jua;

¢. Golongzan [ yaitu Koperasi vang mempunval aset antara 60,1 jula sampai dengan
1040 puta.

d  Giolongan 1V yailu Koperasi vang mempunyan asel diatas 100 juta.

BAR IX
RBESAR RETRIBUSI

Fasal 10

(1) Besarnya Retrribusi mandinkan Koperasi Primer ditetapkan suhesar Rp. T3.000.-
(tjuh puluh lima nbuo ruplahl;

(7} Besarnwva  Retrribusi  mendirikan Koperasi  Skunder  ditetapkan  schesar
Rp [50.000.- (seratus lima pulub ribu rupiah:

Pasal 11
Besarnya Retribusi Daftar Ulang Koperasi adalah:
Golongan | ditetapkan Retribus: sebesar Kp. 25 (KKl -

.

b. Golongan LI ditctapkan Retribusi schesar Rp. 50,000~
¢ Colongan 111 ditetapkan Retribusi scbesar Bp, 75 000 -,
d

Golongan 1V ditetapkan Retribusi sebesar Rp. 1000 -

Fasal 12

Besarnya Retribusi Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi ditetapkan sehesar
25 % (dua puluh lima persen) dan dana pembangunan dacrah kerja koperasi seperts
lersahut pada pasal 7.

BABR X
WILAY AN PEMUNGLUTAN

Pasal 13

(1% Retribus hanya dipungut terhadap Koperasi vang beradaberdamisili di wilayah
Kotn Metro;

(2} Pemungutan Retribusi dilakukan ditempat pelavanan yang telah ditetapkan,
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BAR X1
TATA CARA PIAMUNGUTAN DAN PEMBAY ARAN RETRIBUSL

Pasal 14

(1) Retmibusi dipungmt pada saat berkas pendinan dan Daflar Ulang Koperas: diajukan
kepada Dinas/Instanei vang ditummk oleh Eepala Daerah, dengsn mengaumalkan
SERDy

{2} Betribnsr  dana pembsnguan  daerah kerjn koperssi dibaysr setelsh koperssi
me | akianakan hoop buko;

Paagal 15
(1) Pembayaran Reirtbusi harus dilmasi dalzm satu kal pembayaran;

(2) Pembayaran Retribus: pada Fas Daesrah melalui bank yang telah ditunpuk dan
tanda bukti pembayvaran dizerahkan pada bendahara penerima dinss nnmk
ckibuduboan

BAR X1

Paaal 16
Wapib Beribusi vane tidak oielimasi kewajibanoyva dikensabon sandis berupa -
w Pungesulimn Akts Pendiman Foperas tidak dapat diterbitican;
L. Badan Hulanm Foperast dapat dibatallean,

BAR XTI
FEETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Barang siapn yang melangear keteovan Peratwran Daerah mi diancan demgan
Pidana Kwrungan selama-lamoya ¢ (epmm) bulan don staw dengan dende sebanyak-
bratiyalonwa 4 {empat) kali jumlah Rebribusi tenidang;

{2) Tmdak pidana vang dineksod ayat (1) pasal ini adalah pelangzaran

BAB XIV
FENYIDIEAN
Pagal 1%

{1} Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentn di linghungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus scbagm penyidik wtuk melakukan penyidikan tmdak pidana
dibidang Retribusi deerah sebagaimam dimaksud dalam Undang-undang Nomor &
Tahum 1981 tewtang Hulam Acara Pidans,

{2} Wewenang pervidik sebaguisnng disnsdonsd ayai (1) adalah -
2 Meneviom laporan atan pengadman dan seseorang fentang adanyn tndak
padang;
b, Meladwkan tindakan pertama pads smat diternpsd kejadian dan melakmkan
Pk s,
¢. Menyuwuh berhenti seccorang terspngks dan memerikea tonda penpenal diri
tereangka;

d. Melakukan penyitann benda dan atsn swrsl dengan izin Eetua pengadian
Megeri;

e, Mengambil sidik jaci dan memotret seseorang:
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Memanggl orang urituk didengar dan diperiksa sebagail ersangka atau saksi
Mendatangkan seorang ahli vang diperlukan dalam  hubungannya dalam
pemenksaan perhara;

Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dar penyidik
umum bahwa tidak terdapar cukup bukti atan peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana, dan sclanjutnya melalw penvidik  umum
memberitahukan  hal tersebul  kepada  penuntut umum,  tersangka  atau
keluarganva;

Meneadakan tindakan lain ~ menumt hukum vang  dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB XV

RETENMTILI AN PFEMLUTLR
Pasal 14

Denpgan berlakunya Peraturan Dacrah mi maks segala ketentuan vang mengatur hal
vang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah im dinyataken hdak berlaku

Pasal 20

Tata laksana Peraturan Lraerah ini merupakan bagian vang tak terpizahkan dengan
Peraturan Daerah im diatur dengan Kepotusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraluran Daerah im mula berlaku pada tanggal divndangkan

Agar semap orang dapai mengetshuinva, memenntahkan  pengundangan

Peraturan Dacrah i dengan menempaikanya dalym Lembaran Dacrah Kota Metro

[hsahkan di Metro
Pada tangml 22 Mei 2002
ALIKOTA METRO.

Aeepe, .

——
MUOLES HERMAN

feFre e Raporda Knparaei odes 'El
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PEMIELASAN
ALAS
PERATURAN DAERAH KOTA MIETTRO
MOMOR - 05 TATLN 2002
TENTANG
RETRIBLUS] PERKOPERASIAM

LIMLINA

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masvarakal adil dan makmor dan
merala material dan smritval berdasarkan Pancasila dan UUID 45 dalam wadah nogara
kesatun Republik Indonesia yane merdeka, herdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat
dalam susuman prikehidupan bangsa yanp aman tertth dan dimamis dalam Imgkungan
perpaulan dunia vang merdeka, bersahabat tertib dan dama

Pembangunan sebagal pengamalan Pancasila vang mencakup seluruh aspek kehidupan
hangsa diselengparakan bersama oleh masayaralat dan pemerintah.

Masavarakat adalah pelaku wiama pembangunan den pemenntah  berkowajiban
mengarahkan membimbing, melindung scrta menumbuhkan suasana vang menunjany
kendisi tersebul. Kepialan masvarakal dan hegialan pemenniah saling menunjang Jdan
saling mengmst dan saling melengkapi dalam  satu kesatuan langkah  menuju
lercapainya tujuan pembsnguan, Untuk mencapal tajuan tersebut perlu pemberdayaan
masvarakat duria wsah dan koperar untuk berperan serta memberikan kontribusinya
terhadap pembanpunan Kota Metro,

PEMIELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pazal 2
Cubup jelas
Pasal 3
Culup jetas
Pazal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal &
Cukup jelas
Pagal 7
selip Koperasi wajib menyisihkan dana pembangunan daerah kerja sehesar 25
“n setiap tahun
Pasal ¥
Cubkup jclas
IPasal %
Cukanp jelns
Pagal |0
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jclas
Pasal 13
Cukup jelas

-
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Tasal
I*asal
Pasal
I"asal
Pasal
Pasal

Payal

Cukup jelas
15

Cukup jelas
16

Cubkup jelas
17

Cubup jelas
I8

Cukup jelas
19

Cukup jelas
20

Cukup jelas
21

Cukup jclas



